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Abstrak 
 Dorongan untuk kembali memperkuat dialog inter-religius di Indonesia tetaplah relevan 

dan perlu senantiasa diperjuangkan. Ikhtiar ini diperkuat oleh fakta bahwa pluralitas keberagamaan 
di Indonesia sebagai modal nasional dalam mewujudkan pembangunan bangsa masih beriringan 
dengan beberapa patologi pelik seputar pelanggaran terhadap hak kekebasan beragama dan 
beribadah, intoleransi, persekusi terhadap kelompok minoritas, dsb. Studi ini hendak menunjukkan 
salah satu bentuk penguatan dialog inter-religius di Indonesia yang termanifestasi dalam 
momentum historis Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Pemimpin Gereja Katolik sejagat, Paus 
Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nassarudin Umar pada tanggal 5 September 2024. 
Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang ditempuh dengan 
mengumpulkan dan menganalisa sumber-sumber teoretis dan literatur terkait dialog inter-religius. 
Bertitik tolak dari konteks dialogalitas dalam khazanah Gereja Katolik serta momentum historis 
Penandatanganan Deklarasi Istiqlal, penulis akan mengelaborasi sekaligus menawarkan beberapa 
rekomendasi penting terkait lanskap dan relevansi dialog inter-religius di Indonesia. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa Deklarasi Istiqlal semakin mempertegas komitmen akan kebutuhan terhadap 
dialog inter-religius di Indonesia. Studi ini merekomendasikan bahwa agama-agama dalam sebuah 
kolegialitas perlu melampaui konstruksi dialog yang formal dan sampai pada bentuk dialog 
kehidupan untuk memperjuangkan pelbagai isu kontemporer dan misi-misi kemanusiaan luhur. 
Sementara itu, dari sisi pemerintah diharapkan sikap akomodatif terhadap eksistensi dan 
dinamisme agama-agama sekaligus semakin memberi ruang bagi dialog antar-agama. 
Kata kunci: Deklarasi istiqlal; Inter-religius; Revitalisasi dialog  
 

Abstract  
 

The urge to strengthen inter-religious dialogue in Indonesia remains relevant and needs 
to be continuously fought for. This effort is strengthened by the fact that the plurality of religions 
in Indonesia as a national capital in realizing national development still goes hand in hand with 
several complex pathologies surrounding violations of the right to freedom of religion and 
worship, intolerance, persecution of minority groups, etc. This study will show one form of 
strengthening inter-religious dialogue in Indonesia which is manifested in the historical 
momentum of the Istiqlal Declaration signed by the Leader of the Universal Catholic Church, 
Pope Francis and the Grand Imam of the Istiqlal Mosque, Nassarudin Umar on September 5, 
2024. In this paper, the author uses a literature study method which is taken by collecting and 
analyzing theoretical sources and literature related to inter-religious dialogue. Starting from the 
context of dialogicity in the Catholic Church's treasury and the historical momentum of the Signing 
of the Istiqlal Declaration, the author will elaborate and offer several important recommendations 
regarding the landscape and relevance of inter-religious dialogue in Indonesia. The results of the 
analysis show that the Istiqlal Declaration further emphasizes the commitment to the need for 
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inter-religious dialogue in Indonesia. This study recommends that religions in a collegiality need 
to go beyond the construction of formal dialogue and reach the form of life dialogue to fight for 
various contemporary issues and noble humanitarian missions. Meanwhile, from the government's 
side, an accommodating attitude towards the existence and dynamism of religions is expected 
while also providing more space for inter-religious dialogue. 
Keywords: Declaration of Istiqlal; Inter-religious; Revitalization of Dialogue 

 
Pendahuluan 

“There can be no peace among the nations without peace among the religions. In short, there 
can be no world peace without religious peace” - (Hans Küng dalam Global Responsibility: In 
Search of a New World Ethic, 1991: 75-76).   

Visitasi Apostolik Paus Fransiskus di Indonesia pada tanggal 4-6 September 2024 telah 
meninggalkan beberapa memoria enigmatis yang inspiratif. Kesan pertama yang muncul adalah 
profil kesederhanaan Paus yang amat kontras dengan nuansa elitisme. Berangkat dari Roma ke 
Jakarta, alih-alih menggunakan jet pribadi Paus memilih duduk di kursi penumpang pesawat 
komersil bersama rombongan lainnya. Setibanya di Jakarta, Paus menolak naik mobil mewah anti-
peluru dan tidak menginap di hotel berbintang lima. Selain itu, tindakan Sri Paus seperti 
menurunkan jendela untuk melambaikan tangan sepanjang jalan, memberkati anak-anak di jalan 
raya hingga bersalaman dengan pelbagai lapisan masyarakat adalah bukti otentik spirit ugahari 
Paus sebagai Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sejagat.  

Selain itu, narasi inspiratif yang patut diangkat adalah kebiasaan Paus Fransiskus yang 
gemar membangun dialog dengan tokoh agama mayoritas di negara-negara yang dikunjunginya. 
Selama lawatan apostoliknya, Paus Fransiskus berkesempatan mengunjungi Masjid Istiqlal dan 
beraudiensi dengan pemimpin dan tokoh lintas agama. Kedatangan Paus menghembuskan asa bagi 
terwujudnya dialog dan toleransi antar-umat beragama. Hal ini tentunya relevan, khususnya 
sebagai model trajektori dialogis di Indonesia yang diwarnai multikulturalitas.  

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis hendak mengelaborasi salah satu aspek terpenting 
audiensi Paus Fransiskus bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal yakni Deklarasi Bersama 
Istiqlal bertajuk Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan. Deklarasi Istiqlal 
yang meliputi dua diktum krisis kontemporer yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim bisa dilihat 
sebagai landasan tekstual-religius bagi kiprah agama-agama di Indonesia untuk berani menyentuh 
dan memiliki opsi keberpihakan pada soal-soal kemanusiaan (option for humanity) atau 
sebagaimana dibahasakan dalam bagian penutup dokumen Deklarasi Istiqlal:  

Selain itu, keyakinan dan ritual-ritual agama kita memiliki kapasitas khusus untuk 
menyentuh hati manusia dan dengan demikian menumbuhkan rasa hormat yang lebih 
dalam terhadap martabat manusia (Deklarasi Istiqlal, 2024: 1)  
 
Deklarasi dan Penandatanganan Dokumen Istiqlal adalah dorongan kuat atau sebagaimana 

termuat dalam judul karya ilmiah ini sebagai revitalisasi bagi upaya-upaya dan bentuk-bentuk 
dialog inter-religius di Indonesia yang perlu diakui sebagai sebuah keniscayaan.  

Ada beberapa alasan yang mendasari tesis ini: Pertama, Indonesia adalah negara yang 
multi kultur dengan pluralitas jamak, baik dari segi suku, bahasa, budaya, dan agama. Pluralitas 
ini tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola demi kemajuan bangsa; Kedua, bangsa Indonesia 
dibangun bukan berdasarkan doktrin agama tertentu, tetapi atas dasar konsensus lintas batas 
sebagaimana termuat dalam Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. 
Ketiga, kendatipun bukan merupakan negara agama, peran agama-agama tidak dianggap sepi di 
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Indonesia. Justru kehadiran dan kontribusi agama-agama senantiasa didorong dalam pembangunan 
dan kemajuan bangsa. Keempat, konflik bernuansa identitas, khususnya agama yang masih cukup 
sering terjadi. Di tengah pluralitas agama seringkali timbul gesekan-gesekan yang dapat 
menyebabkan konflik. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini, narasi-narasi miring seputar 
intoleransi, persekusi terhadap penganut agama tertentu, pelarangan dan pembredelan rumah 
ibadah masih mewarnai ruang publik kehidupan bangsa Indonesia.  
Konteks ke-Indonesiaan sebagaimana diungkapkan di atas meyakinkan penulis bahwa ikhtiar dan 

optimisme terhadap dialog inter-religius perlu semakin didorong dan 
dikontekstualisaiskan ke dalam bentuk yang nyata. Bertitik tolak dari konteks 
dialogalitas dalam khazanah Gereja Katolik serta momentum historis 
Penandatanganan Deklarasi Istiqlal, penulis akan mengelaborasi sekaligus 
menawarkan beberapa rekomendasi terkait lanskap dan relevansi dialog inter-
religius di Indonesia. 

Metode Penulisan 
Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (library 

research) yaitu metode yang mengandalkan pengumpulan data dengan cara memahami dan 
mempelajari teori-teori dan pelbagai literatur yang berhubungan dengan tema yang dibahas 
(Adlini, dkk., 2004: 974). Terdapat 3 tahapan studi kepustakaan yang dilalui dalam penulisan 
karya ilmiah ini sebagai berikut: Pertama, penyiapan bahan dan bibliografi kerja; Kedua, 
Pengumpulan data menggunakan cara mencari berbagai sumber; dan mengabststraksi gagasan 
dari berbagai sumber dari buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan; dan Ketiga, 
analisis terhadap sumber-dumber dan literatur kepustakaan secara kritis dan mendalam untuk 
mendukung proposisi dan gagasan yang dikembangkan dalam karya ilmiah ini. 

Hasil dan Pembahasan  

1. Hasil Penelitian/Temuan 

Tinjauan Teoretis Dialog Inter-Religius 
Konsep Dialog Inter-religius 

Secara etimologis kata dialog berasal dari bahasa Yunani “dia-logos” yang bermakna 
bicara antara dua pihak atau dwicara (Hendropuspito, 1983: 172). Dialog merupakan 
percakapan antara dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Antitesis 
kata dialog adalah monolog yang berarti berbicara dengan diri sendiri. Menurut Swidler (2000: 
147) dialog merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih dengan maksud memberikan 
pemahaman dan pengertian tentang ajaran dan kehidupan. Dialog adalah cara yang paling 
efektif bagi seseorang untuk belajar dari pengalaman orang lain dan memahami keberadaannya.  

Mengacu pada konsep dialog di atas, dialog inter-religius dapat dimaknai sebagai 
percakapan atau komunikasi antara dua atau berbagai pihak, kalangan, tokoh atau penganut 
agama untuk mengungkapkan pandangan, pendapat mereka dengan jelas dan tepat, dan 
sebaliknya mereka juga mendengarkan pandangan dari mitra bicaranya dengan baik. Fadilah 
(2014: 6) mengungkapkan bahwa dialog inter-religius merupakan komunikasi yang dilakukan 
secara terbuka dan penuh simpati, sehingga setiap peserta dialog masing-masing berupaya 
untuk saling memahami posisi peserta dialog lain secara tepat. Dialog juga tidak dimaksudkan 
untuk mendramakan sinkretisme, anggapan bahwa semua agama itu sama saja, dan juga bukan 
untuk membangun polemik non-kompromis yang selalu menganggap bahwa agama yang 
berbeda itu tak akan bisa dipertemukan (Borrmans, 2003: 27). Pada hakikatnya dialog mencari 
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pemahaman yang lebih baik atas diri orang lain. Dialog justru adalah proses pendalaman iman 
dan kesadaran religius seseorang.  

Dalam karya tulis ini, penulis memilih istilah “inter-religius” sebagai konsep yang lebih 
universal serentak moderat ketimbang istilah interfaith yang lebih bersifat individual-subjektif 
dan istilah antar-agama yang bersifat institusional. Tujuan utama dialog inter-religius adalah 
untuk saling belajar dan mendengarkan pengalaman dan narasi keagamaan dari masing-masing 
peserta dialog, tidak berintensi komparatif atau membangun menara gading metapolitik teologis 
yang beranggapan bahwa agama tertentu dijustifikasi paling benar. Dialog inter-religius 
mensyaratkan sikap terbuka serentak paralelisme (Panikkar, 1994: 22-23), yaitu pemahaman 
dan sikap bahwa agama-agama berada dalam posisi sejajar, bukan dalam relasi dominan-
subordinat atau skema top-bottom.  

Swidler (2000: 174-177) mengemukakan beberapa prinsip-prinsip dialog, antara lain: 
Pertama, mempelajari perubahan dan perkembangan persepsi serta pengertian tentang realitas; 
Kedua, harus menampakan proyek dua pihak, baik dalam internal pemeluk agama, juga antar-
masyarakat penganut agama; Ketiga, prinsip kejujuran dan ketulusan; Keempat, dialog hanya 
bisa dilakukan di antara pihak-pihak yang setara; Kelima, dialog harus dilakukan dengan saling 
percaya (mutual trust); dan Keenam, peserta dialog harus bersifat kritis, baik terhadap agama 
partner dialog maupun agamanya sendiri. 

Bentuk-Bentuk Dialog Inter-religius 
Dalam ranah dialog inter-religius secara umum diketahui beberapa bentuk dialog inter-

religius. Dalam karya tulis ini, penulis mengacu pada pendapat Hedges (2010) serta salah satu 
dokumen penting pasca Konsili Vatikan II, Dialogue and Mission (1984: 28-35), bdk. Riyanto, 
2010: 212-215).   

Pertama, Dialog Kehidupan yang melibatkan banyak orang melalui interaksi 
keseharian. Dialog kehidupan juga disebut sebagai dialog kemanusiaan Dalam konteks 
masyarakat yang ditandai kemajemukan, salah satu hal esensial adalah dialog satu dengan yang 
lain. Pengalaman manusiawi sehari-hari seperti kegembiraan, pesta dan kesusahan mendorong 
orang untuk tergerak membagikan pengalamannya. Dialog kehidupan tidak secara eksplisit 
menyentuh perspektif agama, tetapi lebih digerakkan oleh sikap-sikap solider dan kebersamaan 
yang melekat.  

Kedua, Dialog Karya (untuk bekerja sama) atau Dialog Aksi yaitu dialog inter-religius 
yang memberi perhatian khusus pada penanganan isu-isu faktual yang sedang dihadapi 
bersama. Biasanya disebut juga sebagai dialog sekuler. Dialog karya dimaksudkan sebagai 
kerja sama yang lebih intens dan mendalam (depth) dengan para pengikut agama-agama lain. 
Dialog karya dapat dikatakan sebagai dialog yang memiliki bobot sedikit di atas dialog 
kehidupan. Sasaran yang hendak diraih jelas dan tegas, yakni pembangunan manusia dan 
peningkatan martabat manusia. Bentuk dialog semacam ini dewasa ini kerap kali terjadi di 
dalam kerangka kerja sama organisasi-organisasi kemanusiaan di mana banyak orang dengan 
pelbagai latar belakang agama bekerja sama menghadapi masalah/isu di tengah masyarakat.  

Ketiga, Dialog Pandangan Teologis yang biasanya diperankan para intelektual atau 
kalangan akademisi dengan tema atau topik teologis tertentu. Dialog teologis juga dikenal 
sebagai dialog diskursif. Sebenarnya dialog teologis tidak hanya dikhususkan untuk para ahli 
melainkan juga siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi karena menyangkut 
soal-soal teologis yang tidak jarang rumit, dialog semacam itu lebih cocok untuk para ahli. 
Dalam dialog teologis, orang diajak untuk menggumuli, memperdalam dan memperkaya 
warisan-warisan keagamaan masing-masing sekaligus untuk menerapkan pandangan-
pandangan teologis dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada 
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umumnya. Dialog teologis tidak boleh dimaksudkan untuk menyerang pandangan sesama rekan 
dialog. Dialog teologis meminta keterbukaan dari masing- masing pihak duntuk menerima dan 
mengadakan perubahan-perubahan yang makin sesuai dengan nilai- nilai rohaninya. 

Keempat, Dialog Pengalaman Keagamaan (sharing iman) yang mengedepankan 
sharing matra-matra keagaman, seperti: pengalaman spiritualitas, mistisisme, maupun 
pengalaman batin tertentu. Dialog pengalaman keagamaan atau lebih baik disebut pengalaman 
iman, merupakan dialog tingkat tinggi. Dialog pengalaman iman dimaksudkan untuk saling 
memperkaya dan memajukan penghayatan nilai- nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-
masing pribadi. Dalam dialog ini, pribadi-pribadi yang berakar dalam tradisi keagamaan 
masing-masing berbagai pengalaman doa, kontemplasi, meditasi, atau bahkan pengalaman 
iman dalam arti yang lebih mendalam.  

Patut dipahami bahwa kendatipun beragam, model-model dialog tersebut saling 
berkelindan. Orang yang berdialog teologis dapat sekaligus berdialog kehidupan sebagai 
seorang tsahabat, sekaligus berdialog tentang pengalaman keagamaannya, serta menyinggung 
persoalan-persoalan sosial yang dihadapi bersama. 

 
Historisitas Dialog Dalam Khazanah Gereja Katolik 

  
Ungkapan historisitas dialog hendak menunjukkan bahwa dialog megandung aspek sejarah 

dengan dinamika perkembangan serta tidak secara otomatis terjadi. Namun perlu dibedkan 
antara histristas dialog dan konsep historis dialog. Ungkapan historisitas bermakna bahwa suatu 
peristiwa atau kejadian tidak hanya benar-benar berlangsung di masa lampau tetapi merujuk 
pada kualitas yang menunjukkan aktualitas, orisinalitas serta yang berfokus pada kebenaran 
dari nilai pernyataan tentang masa lampau (Margolis, 2016). Sehingga historisitas dialog tidak 
dapat disamakan dengan konsep historis dialog. Aspek historis menunjukkan bahwa dialog 
sungguh terjadi di masa lampau dan historisitas dialog menegaskan perkembangan kualitatif 
dialog dari masa ke masa.   

Berbicara seputar dialogalitas dalam khazanah Gereja Katolik sesungguhnya tak bisa 
dilepaspisahkan dari konteks historisitas dialog sebagai bagian dari pergumulan peziarahan 
Gereja Katolik. Sebagaimana diakui secara luas bahwa Konsili Vatikan II adalah titik tolak 
dialogalitas hidup Gereja. Kendatipun sikap dan orientasi dialog sudah termaktub dan 
mempunyai akar dalam kekayan seluruh tradisi hidup Gereja, gema “aggiornamento” yang 
dikumandangkan Konsili Vatikan II menetapkan sikap positif serta dialog dengan agama-
agama lain dalam bentuknya yang konkrit (Riyanto: 2010: 24).  

Dalam karya tulis ini, penulis banyak merujuk pada uraian Armada Riyanto (2010), seorang 
Imam Katolik, pengajar dan intelektual- yang secara komprehensif telah menguraikan kerangka 
konseptual dan dinamika historis dialog inter-religius dengan titik tolak pergumulan Gereja 
Katolik). Secara amat ringkas, historisitas spirit dialog Gereja Katolik dijelaskan ke dalam dua 
sub-topik berikut: 
Sikap Positif dan Teologi Apologetik 

Konstruksi dialog dalam sejarah Gereja Katolik dapat ditelusuri jauh ke belakang dalam 
lokus Gereja Perdana, khususnya dalam misi Paulus dan para rasul lain yang senantiasa 
mengedepankan mengedepankan penghargaan terhadap umat kepercayaan lain. Sikap dialogal 
para rasul ini diwariskan kepada para Bapa Gereja seperti Ireneus, Origenes, Hippolitus, dan 
Gregorius Nazianze. Tokoh lain yang juga mengutamakan sikap positif terhadap agama lain 
juga dapat ditemukan dalam sosok Fransiskus dari Asisi yang senantiasa mengedepankan 
perdamaian dalam diskusi dan hubungan dengan penganut agama lain.  
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Selanjutnya ada abad 16 dan 17, para misionaris Gereja yang bermisi dan berjumpa dengan 
agama dan kebudayaan lain juga mengambil sikap-sikap dialogal dan merangkul. Namun, 
bangkitnya kolonialisme dan invasi oleh bangsa Eropa pada bangsa-bangsa lain di masa itu 
sungguh menjadi tantangan besar bagi sikap positif dan misi dialogal Gereja. Kendatipun 
kolonialisasi dan penjajahan oleh bangsa Eropa bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, 
dampaknya terlihat pada karya pewartaan Injil saat itu yang berhadapan dengan pelbagai 
masalah keadilan dan pluralitas kebudayaan lain. Kolonialisme serta berkembang luasnya aliran 
sesat Yansenisme yang memprogandakan secara keliru extra ecclesiam nulla salus. Ungkapan 
berbahasa Latin ini secara harafiah berarti: di luar Gereja tidak ada keselamatan, telah 
membangkitkan perdebatan teologis dan kontroversi serta menyebabkan Gereja didaulat 
sebagai institusi dan pengajar doktrin komprehensif yang eksklusif.  

Namun demikian, ungkapan extra ecclesiam nulla salus sesungguhnya bersifat apologetik 
dan bukan eksklusif. Apologetik berarti pembelaan kebenaran iman melawan kesesatan dalam 
ranah internal Gereja. Sebagaimana diuraikan Viktorahadi (2021: 121), konteks awal 
pernyataan ini sesungguhnya bersifat eklesiologis atau berkaitan hakikat dan misi Gereja. 
Artinya, pernyataan ini terarah pada upaya menggembalakan kawanan domba (baca: umat) ke 
arah persatuan ke dalam Tubuh Mistik Kristus. Akan tetapi, proses berikutnya dengan aneka 
macam dinamika konteks yang berbeda membuat pernyataan itu seolah-olah bersifat eksklusif 
dan totaliter karena ditafsirkan sebagai pembelaan diri Gereja secara radikal sekaligus 
subordinasi terhadap ajaran agama atau keyakinan di luarnya.  

Namun, tendensi eksklusivisme yang digemakan dalam doktrin extra ecclesiam nulla salus 
kemudian berkembang seiring dengan penyebarluasan semangat ideologis dalam gelombang 
kolonisasi serta konflik dan pertentangan dengan aneka kebudayaan dan kepercayaan lain di 
luar Eropa. Kesalahan memahami ungkapan extra ecclesiam nulla salus ini berlangsung 
berabad-abad hingga Konsili Vatikan II.  
Konsili Vatikan ke-II: Konkretisasi Sikap Dialogal dan Hubungan dengan Islam 

Gema “aggiornamento” yang dikumandangkan Konsili Vatikan II mengafirmasi 
bentangan positif serta dialog dengan agama-agama lain dalam bentuknya yang konkrit. 
Konkretisasi yang dimaksud adalah sikap dialogal yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan 
nyata dan tidak berhenti pada tataran konseptual semata.  

Konsili Vatikan II secara lugas menegaskan sikap dialogalnya dengan membedakan tiga 
kelompok umat di luar Gereja Katolik:  

Pertama, Other Christians atau Kelompok Umat Kristen yang lain. Terhadap kelompok 
other Christians sikap dialogal Gereja Katolik diinisiasi dengan pendirian Sekretariat untuk 
Kesatuan Umat Kristen atau SPUC (Secretariat for the Promotion of the Unity of Christians 
oleh Paus Yohanes XXIII pada Januari 1963.  

Kedua, non-Christians atau Kelompok Umat bukan Kristen. Dengan kelompok non-
Christians, didirikan Sekretariat Umat bukan Kristen atau SNC (Secretariat for Non-
Christians) pada 19 Mei 1964 oleh Paus Paulus VI. Sekretariat ini kemudian berganti nama 
menjadi Sekretariat atau Dewan Kepausan untuk Dialog Inter-religius atau PCID (Pontifical 
Council for Interreligious Dialogue). 

Ketiga, non-believers atau Kelompok bukan umat beriman atau kaum ateis.Sementara 
itu, berhadapan dengan kelompok orang tak beriman (non-Believers), Tahta Suci Vatikan 
mendirikan Sekretariat untuk dialog dengan kaum ateis atau SU (Secretariat for Unbelievers) 
pada bulan April 1965. Kemudian, oleh Paus Yohanes Paulus ke-II, SU disatukan dengan 
Dewan Kepausan untuk Kebudayaan yang bertujuan untuk membangun dialog dan kolaborasi 
dengan siapa saja dari pelbagai lapisan kebudayaan (ibid., 24-30).  
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Secara khusus dari ketiga kelompok di atas, perlu diuraikan hubungan antara 
Kekristenan (Katolik) dan Islam yang telah menorehkan catatan histori panjang nan penting. 
Kendatipun Kekristenan awal dan Islam berasal dari lokus historis Abrahamik yang sama 
(Feiler, 2002: 96) dan bentuk-bentuk interaksi keduanya telah berlangsung pada periode 
sebelumnya, barulah pada abad ke-20 ditandai dengan Konsili Vatikan II, timbul dorongan dan 
hasrat yang besar untuk berdialog dan mendapatkan bentuk-bentuk konkritnya (Goddard, 
2013). Terkait hubungan Katolik-Islam, dalam dokumen Nostra Aetate diungkapkan demikian: 
 

Gereja juga menghargai umat Islam, yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup 
dan berdaulat, penuh belas kasihan dan mahakuasa, Pencipta laingit dan bumi, yang 
telah bersabda kepada umat manusia… Memang benar, di sepanjang zaman cukup 
sering telah timbul pertikaian dan permusuhan… Konsili suci mendorong mereka 
semua, supaya melupakan yang sudah-sudah, dan dengan tulus hati melatih diri untuk 
saling memahami, dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan 
sosial bagi semua orang…(NA, terj. Hardawiryana, 1992: 26).  

 
Dalam ranah ini, terang Konsili Vatikan II yang juga dikenal sebagai Konsili Ekumenis 

telah membuka cakrawala baru dalam hubungan di antara umat Katolik dengan umat Islam di 
mana terkandung penghargaan dan upaya dialogis untuk menjawabi persoalan dunia. 

2. Pembahasan 

Relevansi Deklarasi Istiqlal Bagi Revitalisasi Dialog Inter-Religius Di Indonesia 
Isi Ringkas Deklarasi Istiqlal 

Secara ringkas, isi Deklarasi Bersama Istiqlal dapat diuraikan ke dalam tiga pokok 
fragmen naratif berikut: 

Pertama, Deklarasi Istiqlal menyoroti signifikansi peran agama-agama terhadap dua 
fenomen utama krisis global saat ini: dehumanisasi dan krisis lingkungan. Untuk konteks 
global, beberapa fakta lapangan antara lain masalah kerusakan lingkungan dan peningkatan 
suhu bumi, double standard politic, perang Ukraina-Rusia dan krisis kemanusiaan di Palestina.  
Untuk konteks lokal di Indonesia, ke-2 isu di atas dapat dilihat dalam konteks persoalan 
intoleransi agama, gejolak kemanusiaan di Papua, korupsi, kemiskinan strukttural, ekspansi 
industri ekstraktif serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan memicu dehumanisasi, 
dsb. Deklarasi Bersama Istiqlal berangkat dari kesadaraan mendalam bahwa selama ini 
pembangunan dan produksi kemakmuran sosial juga memproduksi risiko dan kerusakan sosial 
yang tidak kecil.  

Kedua, kolegialitas spirit agama yang menutrisi kemanusiaan dan falsafah Pancasila. 
Deklarasi Bersama Istiqlal tidak hanya menyoroti peran agama-agama di Indonesia tetapi juga 
menggarisbawahi falsafah dan dasar negara Indonesia, Pancasila. Deklarasi Istiqlal 
menggaungkan semangat bahwa agama dan negara dapat berjalan berdampingan. Kiprah 
agama-agama menjadi modal Pembangunan bangsa sambil di sisi lain, negara memfasilitasi 
dialog dan eksistensi agama-agama. Deklarasi Istiqlal kembali mengakui dan menegaskan 
fundamen ideologi politik NKRI sebagai negara demokrasi Pancasilais karena tidak dibangun 
di atas fundamen teologi agamis ataupun ideologi sekuler murni.  

Ketiga, “satu keluarga umat manusia” dan hormat terhadap martabat kemanusiaan. 
Sungguh menarik bahwa ke-3 seruan dalam Deklarasi Bersama Istiqlal menghembuskan fitrah 
etos global yang perlu dimiliki setiap agama dalam menjawabi soal-soal kemanusiaan konkrit. 
Setiap agama perlu membangun dialog dan kerja sama dalam memerankan spirit pembebasan 
konkrit di tengah masyarakat yang ditandai penindasan dan ketidakadilan. Seruan ini dalam 
masa kepemimpinan apostolik Paus Frnasiskus dikumandangkan melalui beberapa ensiklik dan 
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surat apostolik (antara lain: Lumen Fidei tentang peran iman dalam kehidupan manusia; 
Laudato Si tentang kepedulian terhadap masalah lingkungan dan krisis ekologi; dan Fratelli 
Tutti tentang persaudaraan dan solidaritas sosial).  Di kancah internasional, komitmen yang 
senada dengan Deklarasi Istiqlal dapat dirujuk dalam momentum historis penandatanganan 
Dokumen Abu Dhabi oleh Paus Fransiskus dan Tokoh Muslim Dunia, Sheikh Ahmad Al-
Tayeb, Gran Syek (imam besar) Al Azhar, pada tanggal 4 Februari 2019 di Ibu Kota Uni Emirat 
Arab, Abu Dhabi (Cervenkova and Vizina, 2021: 62). Dokumen abu dhabi dapat disebut 
sebagai salah satu catatan historis terpenting di era modern yang menjadi tonggak sejarah dalam 
dialog antar-agama dan toleransi, khususnya antara umat Kristiani dan Muslim. 
 
Poin-Poin Penting Relevansi Deklarasi Istiqlal 

 
Dalam pidato yang dibawakannya pasca penandatanganan Deklrasi Istiqlal, Paus 

Fransiskus dengan nada poetik mengangkat makna luhur dialogalitas di balik salah satu 
fragmen ikonik terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.  
   

“haruslah disebut terowongan bawah tanah, “terowongan persahabatan” yang 
menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga adalah 
simbol yang bermakna, yang memperkenankan dua tempat ibadah agung tidak hanya 
berada “berhadapan” satu sama lain, tapi juga “terhubung” satu sama lain. Sungguh, 
lorong ini memungkinkan perjumpaan, dialog, dan kemungkinan nyata untuk 
“menemukan dan membagikan “mistik” hidup bersama, berbaur dan bertemu…”, (Bdk. 
L'Osservatore Romano, 2024: 7). 
 
Isi pidato Paus Fransiskus menampilkan optimisme dan harapan besar bahwa Deklarasi 

Istiqlal dapat membawa hawa segar bagi perwujudan dialog inter-relegius dan kiprah positif 
agama-agama di Indonesia. Optimisme tersebut diuraikan penulis dalam beberapa poin berikut 
ini:  

Pertama, Dialog sebagai Keniscayaan. Dialog inter-religius tidak dapat dipisahkan 
dari konteks keberagaman dan dinamika sosio-politik yang merupakan ranah relasi sehari-hari 
antar-umat pemeluk agama di Indonesia. Tidak dapat disangsikan bahwa ciri kemajemukan 
masyarakat serta panorama konflik identitas (berkedok agama) yang acapkali terjadi merupakan 
premis fundamental bagi relevansi dialog inter-religius di Indonesia. Dialog inter-religius 
bahkan tidak hanya sebatas proyek artifisial alternatif semata, tetapi sebuah keniscayaan dan 
dorongan imperatif dari dalam diri agama-agama di Indonesia.  

Namun, perlu disadari bahwa bahwa dialog inter-religius tidak dimaknai per se sebagai 
sebuah perjumpaan formal antar-pemimpin misalnya dalam audiensi atau silaturahmi tahunan. 
Persis formalisme dialogalitas inilah yang hendak dikoreksi dan dilampaui oleh para pemimpin 
dan tokoh agama yang terlibat dalam Deklarasi Istiqlal. Deklarasi Istiqlal dirumuskan dan 
dibangun berbasis penghormatan terhadap martabat kemanusiaan luhur, suasana kebebasan dan 
keanekaragaman. Relevansi Deklarasi Bersama Istiqlal justru hadir sebagai ikhtiar bagi 
perwujudan dialog inter-religius yang mampu mengatasi sekat-sekat formal regulatif dan 
kebijakan sosio-politik -yang patut diakui- sedikit banyak membonsai dan diskriminatif 
terhadap ekspresi dan eksistensi agama. Deklarasi Istiqlal berangkat dari universalitas nilai dan 
ajaran agama sebagai rahmat bagi semesta dan seluruh ciptaan yang terarah padan kehidupan 
yang manusiawi dan berkeadilan. Disposisi ini dirumuskan dengan sangat baik oleh Hans Küng 
(2008: 387 dalam Madung, 2011: 250), seorang Teolog Katolik berkebangsaan 
Swiss: “Kendatipun manusia mewajibkan dirinya untuk taat pada norma-norma moral, satu hal 
tetap tak dapat dilakukan tanpa agama: memberikan pendasaran atas keniscayaan dan 
universalitas kewajiban-kewajiban moral”. Presuposisi awal dan aspek universalitas-teleologis 

https://www.osservatoreromano.va/en/news/2024-09/ing-036/fostering-religious-harmony-for-the-sake-of-humanity.html
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di balik imperatif untuk membangun dialog dan solidaritas global oleh agama-agama inilah 
yang ditekankan Deklarasi Istiqlal.  

Kedua, Dialog dan Signifikansi Sosial sebagai Panggilan setiap Agama.  Deklarasi 
Bersama Istiqlal juga mengedepankan salah satu matra terpenting agama-agama di era modern 
yaitu religiusitas yang memiliki signifikansi sosial. Konteks nilai yang ke-2 ini menjadi penting 
tatkala di satu sisi, agama terlampau menitikberatkan struktur logis teologi dan nyaman di atas 
menara gading doktriner, sambil di sisi lain agama-agama dan pengikutnya seringkali tidak 
mencerminkan eksistensinya sebagai rahmat bagi seluruh semesta dan sebaliknya menjadi 
biang kekerasan. Dalam konteks wajah keagamaan di Indonesia, persoalan ini mengemuka 
ketika religiusitas masyarakatnya mengandung contradictio in terminis karena masih 
menyimpan beban-beban banalitas yang tak kecil seperti intoleransi, ekstrimisme dan 
kekerasan atas nama agama, klaim kebenaran tunggal, dsb. Sebagai contoh, beberapa waktu 
lalu santer diberitakan seorang Aparatur Sipil Negara yang membubarkan ibadah Umat Kristen 
di Gresik, Jawa Timur.    

Deklarasi Bersama Istiqlal mendorong agama-agama agar dalam suatu kolegialitas 
memerankan mythopoetic pembebasan melalui karya-karya sosial emansipatif atau 
sebagaimana isi deklarasi: “peran agama harus mencakup peningkatan dan pemeliharaan 
martabat setiap kehidupan manusia.” Paus Fransiskus dan para pemimpin agama-agama 
sungguh sadar bahwa dialog inter-religius harus menghidupkan iman keagamaan dalam 
menunjang dan memberi daya pembebasan untuk membangun masyarakat yang dilandasi cinta 
dan persaudaraan. Justru, dalam pemaknaan yang lebih radikal, keadilan sosial dan solidaritas 
perlu menjadi pelagus significatione theologicus (makna utama teologi). Untuk sampai pada 
kondisi ideal tersebut, sebagaimana ditunjukan dalam isi deklarasi: “agama-agama harus 
dimajukan secara efektif untuk mengalahkan budaya kekerasan dan inddiferentisme yang 
melanda dunia.” 

Ketiga, Dialog Kehidupan dan Pro-Eksistensi. Sebagaimana telah ditunjukan pada 
poin pertama di atas dan mengacu pada salah satu bentuk dialog inter-religius, dialogalitas yang 
tidak dipelintir formalisme harus berlanjut dalam dialog kehidupan dan menjiwai komunikasi 
serta relasi sehari-hari manusia Indonesia. Dialog kehidupan ini akan bermuara pada suatu spirit 
dan sikap pro-eksistensi di mana umat dan komunitas beragama bisa menerima, mengakui dan 
menghadirkan kebaikan bagi penganut agama lain. Untuk konteks Indonesia, aksentuasi pada 
dialog kehidupan dan ruh pro-eksistensi sesungguhnya bukanlah hal yang asing. Pertama-tama, 
masyarakat Indonesia memiliki falsafah dan ideologi bersama bernama Pancasila. Selain itu, 
nilai-nilai sosio-budaya seperti persaudaraan, gotong-royong, dan kekerabatan adalah warisan 
sejarah dan tertanam dalam setiap kebudayaan bangsa Indonesia. Konstruksi nilai-nilai tersebut 
menubuh dalam sebuah semboyan yang kita kenal sebagai Bhineka Tunggal Ika. Sejarah 
panjang perjuangan bangsa melawan penjajahan, dialektika heroik dalam proses perumusan 
Pancasila dan harta kekayaan rohani serta kebudayaan hendaknya menjadi inspirasi bagi 
seluruh masyarakat Indonesia dalam memantapkan kehidupan bersama yang damai dan 
berkeadilan. 

Namun demikian, poin ke-3 ini seringkali menjadi challenge serius dalam implementasi 
dialog inter-religius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam komunitas internasional dan 
partikular lainnya. Aplikasi nilai-nilai dialog kehidupan hemat penulis dapat ditempuh dan 
diperkuat melalui penyiaran dan pengajaran oleh masing-masing agama serta peran pemerintah 
(khususnya melalui instansi Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi 
pemerintahan di bidang agama).  

Pengajaran dan penyiaran agama hendaknya selaras zaman dan terarah pada sikap 
hormat dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan luhur. Sementara itu, dari sisi 
pemerintah diharapkan sikap akomodatif terhadap eksistensi dan dinamisme agama-agama 
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sekaligus semakin memberi ruang bagi dialog antar-agama. Kondisi ini selaras dengan apa yang 
Habermas (terj. Cronin: 2008) sebagai ranah masyarakat pasca-sekular di mana negara tidak 
menganggap sepi peran agama-agama, tetapi justru mendorong dan memfasilitasi peran agama-
agama guna menjawab soal-soal kemanusiaan.  

Selama ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengusahakan banyak hal 
demi pertumbuhan serta relasi antar-umat beragama yang kondusif: baik dari segi regulasi, 
maupun arah kebijakan dan program-program nasional. Salah satu di antaranya adalah Program 
Prioritas Moderasi Beragama yang gencar digaungkan hinga saat ini. Peran dan aksentuasi pada 
program Moderasi Beragama hendaknya senantiasa dikampanyekan dan terlebih penting 
diaplikasikan secara strategis: semisal internalisasi muatan Moderasi Beragama dalam 
kurikulum pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah (tentu tetap disesuaikan dengan 
jenjang dan konteks pembelajaran), pengajaran oleh masing agama-agama, optimalisasi 
program “Kampung Moderasi Beragama”, dsb.  
 
Penutup  

1. Simpulan 
Studi dalam karya ilmiah ini berupaya mengelaborasi momentum historis Deklarasi 

Istiqlal yang ditandatangani Pemimpin Gereja Katolik sejagat, Paus Fransiskus dan Imam 
Besar Masjid Istiqlal, Nassarudin Umar pada tanggal 5 September 2024 sebagai peristiwa 
penting dalam upaya merevitalisasi dialog inter-religius di Indonesia. Dari hasil analisis dan 
pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Deklarasi Bersama Istiqlal sangat relevan dan 
memiliki hubungan positif untuk merevitalisasi dialog inter-religius dalam kiprah dan relasi 
agama-agama di Indonesia. Pertama-tama, Deklarasi Istiqlal mengedepankan dialog antar-
agama sebagai sebuah keniscayaan. Dorongan ini tentu relevan dengan konteks 
keberagamaan di Indonesia yang diwarnai pluralitas. Namun, melampaui gambaran dialog 
yang formal, Deklarasi Istiqlal menegaskan kembali universalitas nilai dan ajaran agama 
sebagai rahmat bagi semesta dan seluruh ciptaan yang terarah pada kehidupan yang 
manusiawi dan berkeadilan. Selanjutnya, Deklarasi Istiqlal menekankan bahwa 
keberagamaan dan religiusitas masyarakat Indonesia harus berdampak pada keberpihakan 
terhadap nilai-nilai kemanusiaan luhur. Signifikansi sosial agama-agama ini akan terwujud 
ketika agama-agama sampai mampu membawa nilai-nilai dialogis sampai pada taraf pada 
taraf dialog kehidupan atau ranah kehidupan sehari-hari. Dialog kehidupan itu mengemuka 
ketika setiap penganut agama mampu menghidupi spirit dan sikap pro-eksistensi berupa 
pengakuan dan menghadirkan kebaikan dan rahmat bagi penganut agama lain. 

2. Saran/rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan karya tulis ilmiah terdapat terdapat dua rekomendasi utama 

yang menjadi fokus antara lain: Pertama, Pengajaran dan penyiaran agama hendaknya 
selaras zaman dan terarah pada sikap hormat dan penghargaan terhadap nilai-nilai 
kemanusiaan luhur. Kedua, dari sisi pemerintah diharapkan sikap akomodatif terhadap 
eksistensi dan dinamisme agama-agama sekaligus semakin memberi ruang bagi dialog antar-
agama. Di Indonesia, peran ini sedikit banyak diperankan Kementerian Agama sebagai organ 
negar yang melaksanakan tugas dan fungsi Pembangunan melalui bahasa agama. Program 
prioritas seperti moderasi beragama hendaknya semakin digaungkan dan hidup dalam 
ekspresi keagamaan masyarakat Indonesia. 
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